PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN KRAKSAAN

KELURAHAN SEMANPIR
Ji. Karangio No. 416
PROBOLINGGO - 67282

REFPUTUSAN
LURANH SEMAMPIR

KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NCOMOR : 09 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN MAKLUMAT LAYANAN

Menimbang

Mengingat

RELURAHAN SEMANMFIR

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pubiik
sesuai dengan harapan masyarakat serta melaksanakan amanah
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
vang mewajibkan menyusun dan menetapkan standar pelavanan
bagi setiap penyelenggara pelayanan publik, maka perlu
menetapkan Keputusan Lurah Semampit Kecamatan KRraksaan
Kabupaten Probolinggo tentang Standar Pelayanan Publik dan
Maklumat Pelayanan Pemerintah Kelurahan Semampir;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-uUndangan;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan;

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemenntah

Dacrah schagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahiun 2015 teotang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah;

1. Poraturan Pemerintah Nomoer 926 Tahun 2012 entan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar

Pelayanan,




Menctapkan :

KESATU

i

KEDIIA

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penvelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelavanan Publik
Secara Nasional;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Ketormas: Birokrasi Nomor 1/ Tahun 2017 tentang Fedoman
Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

8, Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020
tentang Pelayanan Publik;

Q Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabuppaten Probolingge
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Standar Pelayanan dan Malklumat Pelavenan Pemerintah Kelurahan
Semampir  Kecamatan Kraksaan  Kabupaten  FProbolinggo,
sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan baglan
tidak terpisahkan dari keputusan ini;
Ketentuan Standar Pelayanan Puhlik  Kelurahan  Semampir
sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat:
1. Komponen Standar Pelayanan Publik yang berkenaan dengan
Penyampaian Pelayanan (Service delivery), meliputi :
a. Persyaratan;
b. Mekanisme Prosedur;
Jangka waktu pelayanan;
. Biava/Tarif:
Produk Layanan; dan

™ 0 Ao

Penanganan Pengaduan, saran dan informasi.
Komponen Standar Pelayanan FPublik yang Derkenaan dengan

[ ]

proses pengelolaan pelayanan (manufacturing), meliputi:
a. Dasar Hukum;

Sarana, prasarana dan/atau fasilitas;

Kompetensi Pelaksana;

Pengawasan internal;

Jumilah Pelaksana;

me a0 g

Jdaminan Pelayanan,



KETIGA

KETIGA

g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan,; dan

h. Evaluasi Kinerja pelaksana.
Standar Pelavanan dan Maklumat Pelavanan vang diterapkan
dipergunakan scbagai pedoman bagi penyslenggara, pelaksana dan
pengguna layanan dalam pelaksanaan pelayanan publik pada
Femerintah Kelurahan Semampir Kecamatan Kraksaan Kabupaten
Probolinggo;
Keputusan ini mulai berlaku sejak ranggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semampir
Pada "l'anggal : O/ Maret 2023

o~ |
. KHAIRUBDIN, S.Ag
NIP, 19770726 201001 1 009




Lampiran | ; Keputusan Lurah Semampir
Kecamatan Kraksaan
Kabupaten Drobolinggo
Nomor - 09 Tahyn 202%
Tanggal : 07 Maret 2023

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LURAH SEMAMPIR
KECAMATAN KRAKSAAN KARUPATEN PROBOLINGGO

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Kelurahan Semampir merupakan salah satu Kelurahan di
wilayah Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo vang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
pemerintohan Negara Kesatuan Indonesia. Berdasar Undang Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pelayanan Pubhk, Pemerintah Kelurahan merupakan salah
satu penyelenggara pelayanan publik yang memiliki kewajiban untuk
memberikan  pelayanan prima kepada masyarakat sesuai  dengan
krwenangannya

Dalam pelaksanaan pelayanan, secara umum dilakukan oleh Sekretaris
Kelurahan dibantu oleh 1 Orang staf. Kegiatan pelayanan dilaksanakan
berpedoman pada Standar Pelayan Pubhk (SPP) dan Makiumat Pelayanan yang
telah ditetapkan oleh Kepala Kelurahan Semampir, dengan diawasi secara
internal oleh Sckretaris Kelurahan Semampir dan Kepala Kelurahan Semampir,

Adapun Operasional pelavansn dilakukan setiap iam keria. denean rincian
sebagal Dokt

Senin - Kamis 08.00 - 15.30 WIB

Jumat : 08.00 - 10.30 WIB
Selain pelaksanaan pelayanan, Pemerintah Kelurahan Semampir juga

menyelenggarakan  pengelolaan  pengaduan masyarakat, baik  pengaduan
langsung maupun pengaduan secara elektronik. Pengaduan langsung dapat
disampaikan melalui meja pengaduan yang tersedia di ruang pelayanan.
Sedangkan pengaduan secara elektronik dapat disampaikan dengan

menghuhungi Banak SIDIQ. 8H di nomor telepon 085 235 589 348 dan melalui

eiail pava alamat Sidig4121@gmail.Com



B. RINCIAN STANDAKR PELAYANAN PUBLIK
1. Pelayanan Surat Pengantar dan Keterangan Kelahiran

KOMPONEN SERVICE DELYVERT

NO.

KOMPONEN

1.

Persyaratan

1.
*

»

¢l 4

10.

11.

12.

URAIAN

‘Surat Pengantar RT/RW

Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan/Rumah
Sakit (asli) / fotocopy ijasah (jika sudah memiliki |
ijasah),

Fotocopy lengkap buku nikah/akla perkawinan
orang tua;

ctocopy KK dan KTP-cl Crang Tua;

Potocopy Rir-cl pelapor Gan 2 Oiang sansi (Sansi '
adalah orang yvang melihat atau mengetahui
kejadian atau peristiwa kelahiran),

Formulir Pendaftaran peristiwa kependudukan
[F1.02) (Jika ada Perubahan Data);

Formulir (F2.03) Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak (SPTUM) Kebenaran Data Kelahiran
[apabila Surat Keterangan Lahir Rumah Sakit
tudak adaj,

Formuiir (F2.04) Surar Pernyaraan langgung
Jawab Mutlak (SPTJUM] Kcbenaran Sebagai
Pasangan Suami Istri (apabila perkawinan orang
tua tidak dapat dibuktikan dengan akta
perkawinan):

Surat Pernyataan perubahan elemen data
kependudukan (F1.06) (surat keterangan beda
identitas);

Surat Keterangan kehilangan dan Kepolisian (Jika
dokumen pendukung, KKKTP,Buku Nikah
Hilang),

Fotokopi akta Kelahiran anggota keluarga (Jika
ada perubshan di KK dan begi vang cudah
memilikl); dan I
Foto anak berpakaian rapi (Jika umur anak diatas
5 tahun dibawah 17 tahun, untuk KIA).

Sistem,

Prosedur

Mekanisme dan |

vang telahditentukan; |

Pemohon datang membawa berkas persyaratan

Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi oleh
Petugas Pelayanan;

Berkas Persyaratan diverifikasi kembali oleh
Suhietans keluraliau, |
Derkas vang teiar erverifikasi kemudian diinput
pada SIAK (Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan];

Berkas vang telah diinput pada SIAK
ditandatangani oleh Kepala Kelurahan fiika
Kepala Kelurahan tidak ditempat, berkas dapat di
tanda tangani oleh Sekretaris Kelurahan);
Dokumen pemohon distempel dan didata dalam
buku reg:ster, |




s o«
|

n

|
L

L_xomm MANUFACTURING

| 7. Dokumen diserahkan kepada pemohon; dan
% Pemohon wajib mengisi SKM (Survey Kepuasan

|
i
| Masyarakatj B

!
Jangka Waktu
Penyelesaian

1 Han

Biaya/Tarif

Rp. 0 (ORATIS)

Praduls
Pelayanan

a. Surat | D.nacn'or Volabm

.........

| b Qnmt Ew‘ewvnu ry l(e'nh!zw_:n
c. Form F2.01 vang telah ditanda tangani

Penanganan
Pengaduan,
Masukan dan
| informast

No. Telp 085 235 580 348
SMS 085 235 589 348
| No. WhatsApp UBD 235 bHY 3498

| Emaii ; sidigs i 2 l@gmail.com |

KOMPONEN

‘ NO.

-

| Dasar Huokum

Sarana dan
Prasarana

dan/atau
fasilitas

URAIAN
i Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ilcmtang |
Parubghan Atas Undang Undang Namar 23 Tahu
| 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

12, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

3, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahkun 2018

| tentang Kecamatan;

4, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil;

S Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 7 Tahun

| 2019 tentang Administrasi Kependindukan Secars |
Online;

6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indnnesiz Nomar 35 Tahun 2012 tentang Padoman

| Penvusunan Standar Operasional Prosedur |
Administrasi Pemerintahan;

7. Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 28 Tahun

2005 tentang  Pedoman Penyelenggaraan

Pendaftarasn Penduduk Dan Pencatatan Sinil Di

Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2

tahun 2020 tentang Pelayanan Publik.

]

Loket Pelayanan Umum
Ruang Tunggu

Toilet

Bahan Bacaan (Perpustakaan).
TV dan AC

Parkir

Komputer

Buku Register |
Buku Tamu

o BN VR LN~

f— ——

Kompelensi
Pelaksana

| Pengawasan
Internal

Pelaksanu Layanan menguasai peraluran  per
Undang-undangan dan mampu mengoperasikan
Komputer

| Pengawasan internal pada proses maupun produk
layanan dilaksanakan oleh Sekretaris Kelurahan dan
Kgpala Kelurahan

Jumlah
Pelaksana

a. | Orang Petugas Pelaksna
b 1 Ormng Verifikator




SR ANAL BAL AL

| | . 1 Orang Pengesahan /
' 6. | Jaminan | Pelayanan yang diberikan sesuai dengan Standar
| Pelayanan | Playanan yang dictaphkan -
7. | Jaminan | Produk Layanan dapat dipertanggung jawabkan
Keamanan dan | keashannya
Keselamatan
A Pelayanan ;
| 8., 1 Evpluasi ., Evnluzsi dilskulas Otk Sdloetaris Halurahan
| Kineria | ™ dan Kepals Kehirahen secare berkala
Pelakaksana b. Evaluasi Eksternal melaluui Survei Kepuasan
i Masyarakat [SKM)

2. Pelayanan Surai Fengantar dan Keterangan Kematian

 KUMPOUNEN SERVICE DELYVERI

NO.
1.

KOMPONEN

URAIAN

Persyaratan

Surat Pengantar RT/RW

Formulir permohonan yvang telah diisi lengkap

(F2.01);

Fotocopy kutipan akta kelahiran almarhum

(apabila memiliki);

Surat keterangan kematian darn Rumah Sakil

(asli) atau Surat Keterangan Kematian dari

| lingkungan mengetahui Kelurahan/Lurah;

5. Foto copy KTP el pelapor dan 2 orang saksi [saksi
adalah orang yang melihat atau mengetahui
kejadian atau peristiwa kematian),

6. KK ash almarhum;

7. KIP-el almarhum;

8. KIiP-el Felapor;

9, Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan
tempat meninggalnya almarhum;

10. Apabila almarhum ber kk single, yang melapor
adalah K1'/KW (dengan mecnambah stempel
pada F2.01) &wau suarmi/istrifangk almacbum
(dengan mengupload kk ataudokumen
pendukung);

11. Formulir Pendaftaran peristiwa kependudukan

| (¥1.02) (ika aga Perubahan Dawa dar anggota
AeiUalga yang e dakain saiu i),

12. Surat Pernvataan perubahan elemen data
kependudukan (F1.06) (Jika ada Perubahan Data
dari anggota keluarga yang lain dalam satu KKJ;

13. Swal Relcimogan kehilangan deui  Kepuiisiao

(Jika dokumen pendukung Hilang);,

= B N-

Sistem,
Mekanisme dan
Prosedur

vang telahditentukan;
2. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi oleh
Petugas Nelayanan Urnam,
Borkas Pereyaratan dJdiverifikasi kembali oleh

w

l
! Sckretaris Kelurahan;
| 4. Berkas vang telah terverifikasi kemudian diinput
| pada SIAK;
5. Berkas yang lah  diinput pada SIAK
| ditandatangani oleh Kepola Kelurghan ({ika
Kepala Kelurahan tidak ditempat, berkas dapat di
tanda tangani oleh Sekretaris Kelurahan);
6. Dokumen pemohon distempel dan didata dalam

bk register;

l 7 Dionkumen diesrahkan kenada nemahon;

1. Pemohon datang membawa berkas perz;varawn |




' 8. Pemohon wajib mengisi SKM (Survei Kepuasan

| . Form F2.01 yang telah ditandas tengani

, — Masyarakat.
| 3. IJangkaWaklu |1 Hari
renyelesaian
3. | Biaya/Tarif Rp. 0 (CRATIS)
i 5. | Produk a. Surat Pengantar Kematian =
i Palavanan h Snrat Keterangan Kematian
!

6. | Penanganan

No. Telp 085 235 589 348

* Pengaduan, SMS 085 235 589 348

| Masukan dan | No. WhatsApp 085 235 589 348

L anformasi | Emadl @ sidigd 12 1@gmail com ,
| KOMPONEN MANUFACTURING ‘
'NO.| KOMPONEN | URAIAN 5

1. l Dasar Hukum

|
|
|

8o

| Saranadan
Prasarany
dan/atau
fasilitas

‘l. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Femerntahan Daerah,;
Ferawaran  Pemenman Nomor 17 Tanun 2018
tentang Kecamatan;
. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
| dan Pencatatan Sipil, |
5. Permiuran Menteri Datam Negeri Nomor 7 Tahun
2019 tentang Administrasi Kependudukan Secara
Onlinc;
6. Peraturan Menterli Pendayagunaan Aparatur
| Negara  dan  Refornussi  Bhukiusi ‘chublik
Indoncsia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoinan
Penvusunan Standar Operaslonal Prosedur
Administrasi Pemenntahan,;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
| 2005  temtang  Peduman Denycicuggaiaann |
Pendafizrasn Peadudulr Dan Pencatatan Sipil i
Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2
tahun 2020 tentang Pelayanan Publik.

e N

-

®

Lokct PXlaganan Umum |
Ruang Tungs

Toilet

Bahan Bacaan (Perpustakaan).
TV dan AC

Parkir

Komputer ‘
Buku Register |
Buku Tamu

O® 09w

3. | Kompetensi
Dalaleans

4. | Pengawasan
Internal

5. | Jumlah
l Pelaksnng

Pelaksana Lavanan menguasai peraluran per
Undangundangan dan memmn mengoneraeilan
| Komnuter ]
Pengawasan internal pada proses maupun produk
layanan dilaksanakan oleh Sekretaris Kelurahan dan
Kepala Kelurahan

a. 1 Drang Petugae Palakeans
b 1 Orang Verifikator
L | Ora.ng Pengesahan

6. | Jaminan

Pelayanan yang diberikan sesuai dengan Standar




—_—

B.

3. Pehyumn Surat Keterangan Pindah WNI

| Peiakaksana
1

Pelayanan J Pelayanan yang ditetapkan
Jaminan | Produk Layanan dapat dipertanggung jawabkan
| heamanan dan f keasliannya |
Resclamaian
Pelayanan -
Evaluasi a. Evaluasi dilakukan Oleh Sekretaris Kelurahan dan
Kinerja Kepala Kelurahan secara berkala
b Evaluasi Eksternai melaluui Survei Kepuasan

|

Masyaranal {(SKM}

"KOMPONEN SERVICE DELYVERI I

| NO.| KOMPONEN | URAIAN l

| 1. [ Persyaratan 1. Pengantar RT/RW
2. KTP

’ 3. Kartu Keluarga Pemohon

. ‘4 Karty Kehiarga Tuinan / alamat tiinan pindah
"2 | Sistem, [1. Pemohon datang membawa berkas persvaratan |
| Mekanisme dan | yang telahditentukan;
Prosedur |2. Berkas persyaratan ditenma dan diveritikas:
l oleh PetugasPelayanan;
'3 Berkas Persvaratan diverifikasi kembali oleh
! | Sekretaris Kelurahan;
4. Berkas vang telah terverifikasi kemudian diinput
pada SIAK;
5. Derkas yang telah diinput pada SIAK
ditandatangani oleh Kepala Kelurahan (iika Kepala

| | Kelurahan tidak ditempat, berkas dapat di tanda

! tangani oleh Sekretaris Kelurahan);

| 6. Dokumen diserahkan kepada pemohon;

| 7. Pemohon wajib mengisi SKM.

- 3. |Jangka Waktu |1 Hari

! Penvelesaian

4, Bnaya/'!‘anf Rp. O (GRATIS)
5. | Produk Surat Keterangan Pindah WNI

\ Pelayanan

- 6. | Penanganan No. T'elp 085 235 589 348

' Pengaduan, SMS UBD 230 58Y 348

Masukan dan | No. WhatsApp 085 235 589 348
| Informasi | Email : sidiq412|@gmail.com

xomm macmm

' NO. |

xourom

|

URAIAN

1.

| Dasar Hukum

l

| 1. Undang-Undang Namar 231 Tahnn 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Peruthahan Atas [Indang-1Indang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudulkan: '

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor |
17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);

4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil;




5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2019 tentang Administrasi Kependudukan Secara
oUniine; |
b. Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi DBirokrasi Republik
| Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Peryniannan  Standar  Operasional  Prosedur
| | | Adminigtrasi Pemerintahan; '
| 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun |
2005 tentang  Pedoman Penyelenggaraan
| Pendaftaraan Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di
| | . Daersgh, |
’ ' | 8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2
| | Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik.
‘ 2. | Saranadan 1. Loket Pelayanan Umum
Pracarana 2. Ruang Tunggu
I ldan/nmn l3 Toiler
| fasilitas 4. Bahan Bacaan (Perpustakaan).
| 5. TVdan AC
6. Parkir
’ 7 Komnuter
o |8. Buku Register
‘ 9. Buku Tamu
3. | Kompetensi Pelaksana Layanan menguasal peraturan perUndang-
Pelaksana undangan dan mampu mengoperasikan Komputer
4 | Pengawasan Pengawasan intermnal pada proses maupun prodok
Internal | layanan dilaksanakan oleh Sekretaris Kelurahan dan
. Kepala Kelurahan
- 5. | Jumlah a. | Orang Petugas Pelaksna
| Pelaksana b. 1 Orang Verifikator
1= c. | Orang Pengesahan
6. | Jaminan | Pelavanan vang diberikan sesuai dengan Standar l
Pelavanan Pelayanan yang ditetapkan
7. | Jamnan Produk Layanan dapat dipertanggung Jawabkan
Keamanan dan | keasliannya
Keselamatan
| |Pelavanan | e =
8. | Evaluasi a. Evaluasi dilakukan Oleh Sekretaris Kelurahan dan
Kinerja Kepala Kelurahan secara berkala
Pelakaksana b. Evaluasi Ekstermal melaluui Survei Kepuasan
_ - — Masvarakat (SKM)
4. Pelayanan Surat Pengantar SKCK
KOMPONEN SERVICE DELYVERI
NO.| KOMPONEN URAIAN J
| 1. | Persyaratan | 1. Surat Pengantar KT/RKW
l 2. Fotocopy KK;
3. Fotocopy KTP-¢l;
4. Fotocopy ljazah Terakhir;
| 5. Foto Berwame Ukuran4x6 2 lembar: |
| 2; E Sistem, 1. Pemohon datang membawn berkas persyaratan
Mekanisme dan yvang telahditentukan;
Prosedur 2. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi oleh
Petugas Pelayanan;
| 3. Berkas Persyaratan diverifikasi kembali oleh |




. Berkas vang telah terverifikasi kemudian diinput

.Berkas yang telah dunput pada  SIAK

. Dokumen pemohon distempel dan didata dalam

y

Sekretaris kelurahan;

pada SIAK (Sistem Informasi Administrasi|
Kependudukan);

ditandatangani oleh Kepala Kelurahan (jika Kepala
Kelurahan Hidak ditempat, berkas dapat di tanda
tangani oteh Seloctaris Kelurahan)

buku register;
Dokumen diserahkan kepada pemohon; dan

I 8. Pemohon wajib mengisi SKM (Survey Kepuasan
= Masyarakat).
3. |Jangka Waktu | 1 Hari
| Penyelesaian
[ % [SoynyTadt | Rp, GIQRAT)
5. | Produk Sursl Pengantar SKCK
Pelayanan
" | Prnanganan No Telp NRA 235 589 348
' | Pengaduan. | SMs 085 235 589 348 l
Masukan dan | No. WhatsApp 085 235 589 348
| Inforas  Email : sidigl]12 l@emall.com )
KOMPONEN MANUFACTURING .‘ ]

'NO.| KOMPONEN |

URAIAN

‘ 1. | Dasar Hukum il.

)

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tabun

Undang-undang Nomor 24 lahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Pemenntahan Daerah;

Peraturan  Pemeriman Nomor 17 Tahun 2018
tentang Kecamatan,

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
dan Fencatatan Sipu,

2019 tentang Administrasi Kependudukan Secara
Online;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Refurmuasi Birokrasi Republik indonesia Noww
35 Tahun 2012 tentang DNedoman Penyusunan
Standar Operasional  Prosedur  Administrasi
Pemerintahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
2065 tentang Pedoman Penyelenggaraan |
Pendafaraan Penduduk Dan Pencatatan Sipll Di
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2
tahun 2020 tentang Pelayanan Publik.

| ‘2. ISaranadm
Pragarana l

dan/atau

fasilitas

1. Loket Polayanan Umum

. Ruang Tunggu |
. Toilet
. Bahan Bacaan (Perpustakaan).
. TV dan AC
. Paridr
. Komputer !

U W




8. Buku Register

=

| &

9. Buku Tamu
| 3. lk’ompetenai |Peiakse.na Layanan menguasal peraturan  per
Felaksaila Undang-undangan  denl  oraiipu  IUchgupcasiken
-  Komputer | - |
4. | Pengawasan Pengawasan intermmal pada proses maupun produk
Internal layanan dilaksanakan oleh Sekretaris Kelurahan dan
| Repala Kelurahan |
5, | Jumiah ' a. 1 Orang Pelugas Petahsna
Pelaksana b. 1 Orang Verifikator I
¢. | Orang Pengesahan
6. | Jaminan Pelavanan yang diberikan sesuai dengan Standar
Peluy atian | Pelayanun yung dilelapkail |

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan

Pelayanan

| Produk  Layvanan
' keasliannyva

Cvaiuasi
Kinerja
Pelakaksana

Pelayanan Pembuiatan Kartu Keluarga
KOMPONEN SERVICE DELYVERI

| a. BEvaluasi dilakukan Olet Sekreians Reluralian
dan Kepala Kelurahan secara berkala

b. Evaluasi Eksternal melaluui Survei Kepuasan

Masyarakatl (SKM)

dapat dipcrtanggung jawabkan |

NO.| KOMPONEN URAIAN
1. | Persyaratan 1. Surat Pengantar RT/RW
2. KK Asli:
| | 3. Fotocopy Surat Nikah:
i —— 4. Foto copy KTP-el
2. | Sistem, 1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan
Mekanisme dan yang telahditentukan;
Prosedur 2. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi
l | |  oleh Petugas Pelayanan Umum; I
3. Berkas Persyaratan diverifikasi kembali oleh
Sekretans Kelurahan,
4 Berkas yang telah terverifikasi kemudian diinput
pada SIAK;
\ 5. Berkas yang telah diinput pada SIAK |
| ditandatangani oleh Kepala Kelurahan (jika
Kepala Kelurahan tidak ditempat, berkas dapat di
randa tangani oleh Sekretaris Kelurahan);
6. Dokumen pemohon distempel dan didata dalam
| | | buku register;
7, Dokumen diserahkan kepada pemohon; l
8. Pemohon wajib mengisi SKM (Survei Kepuasan
Masyarakat. =
3. |Jangka Waktu | 1 Hari
: | Penyclesaian | |
" 4. |Biaya/Tarif | Rp. 0 (GRATIS)

Produk
Pelayanan

Dokumen Kartu Keluarga

Penanganan
Pengaduan,
Masukan dan
Informasi

.- e "~

| No. Teip UdD 2439 589 348

SMS 085 235 589 348

No. WhatsApp 085 235 589 348
Email : sidiq412 li@gmail.com




NO.| KOMPONEN URAIAN ,
1. | Dasar {fukum |1, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2013 temtang

| | ! Perubahan Atag Undang Undang Nomor 23 Tahun |

\ 2006 tentang Administrasi chcndudukan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nemor 17 Tahun 2018

| | tentang Kecamaten, |

| 4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil;

8. Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2019 tentang Adminiatrasi Kependudukan Sacara |
Online;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

 Indonesia Nomor 35 Tahun?201? tentang Pedoman

' | l Penvusunan Standar Operasional Prosedur

| Administrasi Pemerintahan;

Emm’om MANUFACTURING

- g — <—

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
2005 tentang  Pedoman Penyelenggaraan
Pendaftaraan Penduduk Dan Pencatatan Sipil ™
| Daerah: |
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2
| - tahun 2020 tentang Pelayanan Publik.
. 2. |Saranadan 1. Loket Pelayanan Umum
Prasarana 2. Ruang Tunggu
| dan/atau | 3. Toilet
fasilitas 4. Bahan Bacaan (Perpustakaan). |
5. TV dan AC
6. Parkir
7. Komputer
| | 8. Buku Register |
9. Buku Tamu p—
| 3. | Kompetensi Pelaeksana Layanan menguasal peraluran  per
Pelaksana Undang-undangan dan mampu mengoperasikan
Komputer
4. | Pengawasan | Pengawasan internal pada proses maupun produk |
Internal layanan dilaksanakan oleh Sekretaris Kelurahan dan |
| Kepala Kelurahan
5. |Jumiah a. 1 Orang Petugas Pelaksana
Pelaksana b. 1 Orang Verifikator
| c. 1 Orang Pengesahan |
- 6. |Jaminan Pelayanan vang diberikan sesuai dengan Standar
. Pelayanan Pelayanan yang ditetapkan
- 7. |Jaminan Produk Layanan dapat dipertanggung jawabkan
Keamanan dan | keasliannya
Keselamatan | |
Pelayanan
8. | Evaluasi a. Evaluasi dilakukan Oleh Sekretaris Kelurahan
Kinerja dan Kepala Kelurahan secara berkala
\ Pelakaksana b, Evaluasi Eksternal melaluui Survei Kepuasan
| B Masyarakat (SKM) _




6. Pelayanan Surat Pengantar Pembuatan KTP

KOMPONEN SERVICE DELYVERI

NO.| XOMPONEN 1 URAIAN {
1. | Pessyaratan ). Surat Pengantar RT/RW
‘ 2. Fotocopy KK:
2. | Sistem, 1. Pemohon datang membawa berkas persyaralan
Mekanisme dan yvang telahditentukan;
| Prosedur i2. Dot has persyaratan dileiiua Gan Jdiverilikasi viel '
Petuges Pelayanan,
3. Berkas Persyaratan diverifikasi kembali oleh
Sekretaris Kelurahan;
4, Berkas yvang telah terverifikasi kemudian diinput
| I |5 gd;dé.sh\}(; : . '
. Berkkas yang telah  dilnput  pada SIAK
| ditandatangani oleh Kepala Kelurahan (jika Kepala
| Kelurahan tidak ditempat, berkas dapat di tanda
tangani oleh Sekretaris Kelurahan);
6. Dokumen diserahkan kepada pemohon;
| l !7 menhnn wrmb rqamgo: QKM l
3. |Jangka Waktu | 1H
Penyelesaian i
Bxaya/’l‘anf Rp. 0 (GRATIS) il
| 5. | Produk 'Surat Pengantar Pembuatan KTP
L Pelayanan
‘ 6. | Penanganan No. Telp 085 235 589 348
Pengaduan, SMS 085 235 589 348
Masukan dan No. WhatsApp 085 235 589 348
Informasi Email : sidig4121@gmail.com
 KOMPONEN MANUFACTURING = E—
"NO. | xomom URAIAN
i 1, | Dasar Hukum | !.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang |
Vomenntahian Dacral,
2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan,
| | ' 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor |
17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73
Tambahan Lembaran Negara Nomor 62006),
| ! | 4. Peraturan Tresiden Nomor 56 Tahun 20156 tentang |
| Persyaratan dan Tata Cara Pendararan Penduduk
dan Pencatatan Sipil;
l 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
| 2019 tentang Administrasi Kependudukan Secara
l l I Online:
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
| | Penyusunan Standar Operasional  Prosedur |
Administrasi Pemerintahan;
; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
\ 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan
{

Doandaftaraan Uendundulr Noan Pancotaton Sindl M
Hendartaraan denduauy l\an vancataian snt A




Daerah;
i 8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2
l | | 1ahun 2024 tentang Pelayanan Fublik. B
2. | Saranadan I. Loket Pelayanan Umum |
Prasarana 2. Ruang Tunggu
dan/atau 3. Toilet
fasilitas 4, Bahan Bacaan (Perpustakaan).
| | | 5. TVdan AC
| B, Parkir
[z Komputer
' 8. Buku Register
9. Buku Tamu
| 3. | hompetensi Pelaksana Layanan menguasai peraturan perundang-
' | Peiaksana undangan dan mampu mengoperasikan komputer |
! 4. | Pengawasan Pengawasan internal pada proses maupun produk
Internal layanan dilaksanakan oleh Sekretaris Kelurahan dan
Kepala Kelurahan
d. |aum1an | a | urang retugas relaksna |
Pelaksana D. 1 Urang Verifikator
A ¢ 1 Orang Pengesahan 1
- 6. |Jaminan Pelayanan yang diberikan sesuai dengan Standar
|| Pelayanan Pelayanan vang ditetapkan
| (. |Jamnan | PrOQUK Layanan dapat dipertanggung jawanxkan
’ Reqnanarn dan | keasiiannys
Keselamatan
| Pelayanan —— ) ]
| 8. | Evaluasi a. Evaluasi dilakukan Oleh Sekretaris Kelurahan dan
| | Kinerja | Kepaia neiuranan secara bDerkala
l I Peiakaksana . Evaluasi Bkstemnal meiaiuul Suivel Kepuasan
Masyarakat (SKM)
7. Pelayanan Surat Datang WNI
 KOMPONEN SERVICE DELYVERI !
I uo KOMPONEN | URAIAN
' Persyaratan 1. Surat Pengantar RT/RW
’ 2. Surat Keterangan Pindah dari daerah asalnyva,
| 3. Foldopy Wigkap bunu (ikali/dhia pormawinai
‘ urang tue,
4, Fotocopy KK dari Daerah asal;
} 5. Fotocopy KTP-el dari Daerah asal;
2. | Sistem, 1. Pemohon datang membawa berkas persvaratan
| Mekanisme dan vang telahditentukan: |
Prosedur 2. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi oleh

Petugas Pelayanan,
3. Berkas Persyaratan diverifikasi kembali oleh
Sekretaris Keluranan, |
4. Berkas vang telah terveniikasi Kemudian dunput l

pada SIAK  (Sislemn  Informasi  Administrasi
Kependudukan);

S Rerkas  wvuang telah diinnut nada SIAK
ditandatangani oleh Kepele Kelurahan (ke |

Kepala Kelurahan tidak ditempat, berkas dapat di
tanda tangani oleh Sekretaris Kelurahan),

6. Dokumen pemohon distempel dan didata dalam
buku register; |




7. Dokumen diserahkan kepada pemohon; dan
8. Pemohon wajib mengisi SKM (Survey Kepuasan

| - ~ Masyarakal).
3. | Jangka Waktu | | Han
Penyelesaian
4. | Biaya/Tanf Rp. 0 [GRATIS) o
8. | Produls a Nalumen KK,

l Palavinran

h. Penénganan
Pengaduan,
Masukan dan

| 10U asi

han | No. Telp 085 235 589 348

| b, Surat Pengantar Pembuztan KIP

. weee L L Y

SMS 085 235 580 348
No. WhatsApp 085 235 589 348

| Dl o sy 12 gl CutL

 KOMPONEN MANUFACTURING

NO.| KOMPONEN

1. | Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

| Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun |
2006 tentang Admimstrasi Kependudukan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018

| tentang Kecamatan; |

‘4, Peraturan Presiden Nomor Y0 lahun 2ULS tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun

| 4019 rentang AmMINIStras Kependudukan Sccara
Online;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun2012 tentang Pedoman

| remyusunan Standar  Opcrasional  Froseaur |
Administast Peruet inladern,

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
2005  tentang  Pedoman Penyelenggaraan
Pendaftaraan Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di

et als,

8. Peraturan Dacrah Kabupatcn Mrobolingge Noimor 2
tahun 2020 tentang Pelayanan Publik.
2. | Saranadan 1. Loket Pelayanan Umum
Prasarana 2. Ruang Tunggu
lduu/a‘.’du |3. Toilet I
fasilitas 4. Bahan Bacaan {(Perpustakaan).
5. TV dan AC |
6. Parkir
7. Komputer
18' Buku Register
| . ! 19, Bulm: Tamu ql
3. | Kompetensi ' Pelaksana Layanan menguasai peraturan per
Pelaksana Undang-undangan dan mampu mengoperasikan
- Komputer !
| 4. |Pcn;a::aa-: ﬁ‘mm-a::?f. intems! pada pTessSs maupun prcdu!;l
Internal loyenen dilaksanalzan oleh Selretaris Kelurnhan dan
Kepala Kelurahan
5. |Jumlah a. 1 Orang Petugas Pelaksna
| Pelaksana b. 1 Orang Vernfikator
| e wnew Do svanasas boosve

| I
" & | Jaminan

LS 1.1».%:&21“_&:__-_ v =i
| Palavanan yang dibarilzan geonai dengon Standa 1

ﬁ




ayanan yang ditetapkan

'AF’“Q.‘-

AR AAAE AL AL “

| K'gn'nmn teary

 Pelayanan
Evaluasi
Kinerja

D,J,.l.-'—.n«-.

I P R

a. Evaluasi dilakukan Oleh Sekretaris Kelurahan

uk Layanan dapat dipertanggung jawabkan

n&uu;u ]

dan Kepala Kelurahan secara berkala

., Bualuasi Blhsternal meloluni Surved Fxpuawﬁ‘

Magevaralat (SKM)

i

8. Pohynm Surat Keterangan Usaha

"KOMPONEN SERVICE DELYVERI

%0, | XOMPONEN

. | Persyaratan

l Meganisme aan Iﬁ

‘ rFrosequr

2. Fotocopy KK;

3. Foto copy KTP e ‘
. Pemohon dntnng membawa berkas persyararan

3. Berkas Persyaratan diverifikasi kembali oleh

. Berkas vyang telah diinput pada SIAK

_ Dokumen pemohon dietempel dan didate delaml

. Dokumen diserahkan kepada pemohon;
. Pemohan wajib mengisi SKM (Survei Kepuasan

TRAIAN
Surat Pengantas RT/RW

—

yaug (ol landiieniuhad,
Derliae perayaratan diterima dan diverifikesi cleh
Petugas Pelayanan Umum;

Sekretaris Kelurahan,

| P e e A oLl o me———— I B D
wnomo _’u.u“ AL Adii s A n.ouu\aai aliiaaian uuuyus
pada SIAK;

ditandatangani oleh Kepala Kelurahan (jika Kepala
Kelurahan tdak ditempat, berkas dapat di tanda
sa.nmnc l\"'\ Qelrow:w\do ‘(t!' |f\nl\nn\

buku regiam"

Maevara Lat

Penyelesaian

Y Har |

i.lnnglm Waktn

Biaya/Tarif
 Produk

| Pelayanan
Penanganan
Pengaduan,
Masukan dan

P &

| uuv—maoa

Rp. 0 (GRATIS)

No. Telp 085 235 589 348
SMS 085 235 589 348
No. WhatsApp 085 235 589 348

T B e T B O ]
AAAACAL o OUAMIN T R R daniiiinduae |

Dokumen Surat Keterangan Usaha

NO.| KOMPONEN

|

R [ T

l [EEFS NS SN AAul\uLu

ll-.-lm—n Tl -l
o MLAMGG S Vil 6

Perubahan Atas '.':'.d:.:'g Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Dlmernpmetand o b es My asn s

e L et ‘

Paraturan Pemerintah Noamnor 17 Tahon 2018
tentang Kecamatan,
. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Dandidil: dan Dancatatan Sinil:

l
cl
!
L]




—-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2019 tentang Administrasi Kependudukan Secara

r \al«\‘

. Pers.mran Menteri Pendayaguncan Aparatur |
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penvusunan Standar Operasional
Drocadur Adminictraei Demerintahan:

Kemitngan Menteri Dalam Negeri Nomor 2R
Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendaftaraan Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di
Daerah,

Peratiiran Nasrah Kahinaten Prahnlineen Nomaor

| 2 tahun 2020 tentang Pelavanan Publik. |

2. | Saranadan 1. Loket Pelayanan Umum
Prasarana 2. Ruang Tunggu
dan/atau 3. Toilet
fagilitas 4 Rahan Bacaan (Pernustakaan)
] | 5. TVdanAC
] 6. Parkir
7. Komputer
8. Buku Register
. . 9. Buku Tamu = L4
' 3. | Kompetensi | Pelaksana Layanan menguasai peraturan per
| Pelaksana Undang-undangan dan mampu mengoperasikan
Komputer p——
4. | Pengawasan Pengawasan internal pada proscs maupun produk
. Internal ' layanan dilaksanakan olch Sekretaris Kelurahan dan
I | Kepala Kelurahan
| 5. |Jumlah a | Orang Petugas Pelaksana
Pelaksana b. 1 Orang Verifikalor
c. 1 Orang Pengesahan
. 6. | Jaminan Pelayanan yang diberikan sesuai dengan Standar |
| Pelayanan | Pelayanan yang ditetapkan |
} Jaminan Produk Layanan dapat dipertanggung jawabkan
Keamanun dan | keashiannys
‘ Kesclamatan
Pelayanan
| 8. | Evaluasi Kinerja | a. Evaluasi dilakukan Oleh Sekretaris Kelurahan
|
|

Pelakaksana

i dan Kepala Kelurahan secara berkala

b. Evaluasi Eksternal melaluui Survei Kepuasan
1 Masyarakat (SKM)

9. Pchyanm Surat Keterangan Domlsm

 KOMPONEN SERVICE DELYVERI
KOMPONEN |

NO. "URAIAN
1. | Persyaratan 1, Pengantar RT/RW
| 2. Fuiv Cupy K77
3. Poto copy KK
- 2. | Sistem, 1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan
Mekanisme dan yang telahditentukan;
I l msedur ; 2. DCIMS wmymauun uucuuux uun UWCI uu\dbl I
' okeh tc(’dﬂ&iht&}duﬂ.,
l 3.Berkas  Persyaratan diverifikasi  kembali
Sekretaris Kelurahan;
4. Berkas vang telah terverifikasi kemudian diinput
| pada SL‘J\, '
| | & Borkae wang telah  diinput  pade SIAK |




ditandatangani oleh Kepala Keluraban (jika
Kepala Kelurahan tidak ditempat, berkas dapatdi
tanda tangani cleh Sekretoris Kelurahan)

6. Dokumen diserahkan kepada pemnb-'m,

3. |Jangka Waktu |1 Hari
Penyelesaian
! 4. | plava/ rant | =P U [UKRATIS)
S, | Produk l Surat Keterangan ifndah WNI
Pelayanan ,
6. | Penanganan | No. Telp 085 235 589 348
Pengaduan. ' SMS 085 235 589 348
| Masukan dan | No. WhatsApp 085 235 589 348
| Informasi | Email : sidig4121@gmail.com

 KOMPONEN MANUFACTURING

_NO.| KOMPONEN

URAIAN

. ﬂ--‘-ll
,e | Lreh Skl Auu\\uh

. 2. | Saranadan
Prasarana
dan/alau
(asilitas

1.
|

s

Unidang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Peineybilalian Daerah,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
73 Tambanan Lembaran Negara Nomor 6200),
Peraturan Fresigen Nomor 96 Tahun 20158
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2019 tentang Adminiatraai Kependudiukan Secara
Online;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28

Tahun 2005 tentana Padaman Dnn lmmgmn

bendaftaraan Penduduk Dan Ponoatatan Sipdl Di
Daemh.
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor

‘2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik.

1. Loket Pelayanan Umum
2.Ruang Tunggu

3. Toiletl

Bahan Bacaan (Perpustakaan).
TV dan AC

Parkir

Komputer

Buku Register

. Buku Tamu

CwNo UL

3. | Kompetensi

, Pelaksana aksana Layanan mengua,ui peraturan perUndang-




o Pelaksana undangan dan mampu mengoperasikan Komputer
4. | Pengawasan Pengawasan internal pada proses maupun produk
 Internal ]layanun dilaksanakan oieh Sekretaris Kelurahan dan |
‘. 7 Repala Reluralian
- 5. |Jumlah a. 1 Orang Petugas Pelaksna
Pelaksana b. 1 Orang Verifikator
~ c. 1 Orang Pengesahan
0. |Jaminan | Pelayanan yang diberikan sesuai dengan Standar |
= Mclayaiial Pelayarnan yang ditclaphan i
7. | Jaminan Produk Layanan dapat dipertanggung jawabkan |
Keamanan dan | keasliannyva
Keselamatan
= | Celayaiwn _ : - "
. | Evaluasi 4. Evaluasi ditahukan Oleh Sehsetaris Keluwalan
[ Kinerja | dan Kepala Kelurahan secara berkala
Pelakaksana b, Evaluasi Eksternal melaluui Survel Kepuasan
L Masyarakat (SKM) S

10. Pelayanan Surat Keterangan Kepemilikan
NO., KOMPONEN URAIAN

1. [Persvaratan 1 Pengantar RT/RW

I 2. Foto Cony KTP

3. Foto copy KK

4. Fotocopy BPKB Atau Sertifikat Tanah

7 [ Siatem 1 Pemohon datang memhawn herkags nersyararan
| l.\»!ekanisme danl yang telahditentulean: |
Prosedur 2. Berkas persyaratan diterima  dan  diverifikasi
oleh Petugas Pelayanan,

3. Berkas Persyaratan diverifikasi kembali oleh
| Sekretaris kelurahan;

| 4, Berkas vang telah tervenfikasi kemudian dimput
pada SIAK (Sistem Informas: Administrasi

Kependudukan);
E Daslenm - P P Al b pe I o1 &l\'
B L T RAS SR Y e ANAL L R it s b

ditandatangani okh Kepala MKelurahan  (jika
Kepala Kelurahan tidak ditempat, berkas dapat di
tanda tangani oleh Sekretaris Kelurahan);

6. Dokumen pemohon distermnpel dan didata dalam
buku register;

7. Dokumen diserahkan kepada pemohon; dan

8. Pemohon wajib mengisi SKM (Survey Kepuasan

Masyarakat).

3. | Jaigka Wakiu | 1 Hasl "

renyeiesaian |

4. | Biaya/Tarif | Rp. 0 (GRATIS)

}
!
|

5. | Produk | Dokumen Surat Keterangan Kepemilikan
Pelavanan 1
6 | Penonganan | No, Telp 085 235 580 348

Pengaduan, SMS 085 235 589 348
Masukan dan iNo. WhatsApp U85 235 389 345
Informasi Email : sidig4121@gmail com




KOMPONEN MANUFACTURING

'NO.| KOMPONEN

1. | Pasar tukum

2.

@

+
I

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang Undang Nemor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,

. Paraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018

tentang Keramsatan,
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyvaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

dan Pencatatan Sipil;
Peratiran Mentar{ Nalam Negseri Nomor 7 Tabun

2019 rentang Administrasi Kenendudukan Secara
Online,;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun2012 tentang Pedoman
Penvusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

Keputusan Menter: Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
2005 tentang  Pedoman Penyelenggaraan
Pendaftaraan Penduduk Dan Pencatatan Sipil i
Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2
tahun 2020 tentang Pelayanan Publik.

I
! |
2. | Saranadan l 1. Loket Pelayanan Umum
Prasarana 2. Ruang Tunggu
. |dan/atau 3. Toilet |
| gfasﬂim /4. Bahan Bacaan (Perpustakaan).
‘ ‘5. TVdan AC
l 6. Parkir
| |7. Komputer
| | ‘8. Buku Register l
| | - 9. Buku Tamu -
- 3. | Kompeiensi Pelaksana Layanan menguasai peraturan  per
Pelaksana Undang-undangan dan mampu mengoperasikan

Komputer

4. | Pengawasan
| Internal

Pengawasan internal pada proses maupun produk
i layanan dilaksanakan oleh Sekretaris Kelurahan dan
Kepala Kelurahan

5. | Jumlah
Pelaksana
|

6. | Jaminan

|

a. 1 Orang Petugas Pelaksna
b. 1 Orang Verifikator
c. 1 Orang Pengesahan

Pelayanan yang diberikan sesuai dengan Standar

a. Evaluasi dilakukan Oleh Sekretaris Kelurahan

b. Evaluasi Eksternal melaluui Survei Kepuasan

Polayanan Melayanan yang ditetaphkan -
7. | Jaminan Produk Layanan dapat dipertanggung jawabkan
Keamanan dan | keasliannva
| Keselamatan |
| Pelayanan |
8. | Evaluasi |
Kinerja dan Kepala Kelurahan secara berkala
Pelakaksana
| | Masyarakat (SKM) -




11. Pelayanan Surat Keterangan Waris

-

KOMPONEN SERVICE DELYVERI

'NO.  KOMPONEN | ~ URAIAN
'l 1. | Persyaratan 1. Pengantar RT/RW
2. Surat Kematian Almarhum
3. Foto Copy KTP Ahli Waris
4. Foto copy KK Ahli Waris
| | | 5. Materai 10 ribuan |
2. | Sistem, 1. Pemohon datang membawa berkas persyaralan
Mekanisme dan yang telahditentukan;
Prosedur 2. Berkas persyaralan diterima dan diverifikasi
| | l oleh Petugas Pelayanan Umum; |
3. Berkas Persyaratan diverifikast kembali oleh
Sekretaris Kelurahan,
4. Berkas yang telah terverifikasi kemudian diinput
pada SIAK;
| 5. Berkas yang telah diinput pada SIAK |
ditandatangan! oleh Kepala Kelurahan (pka
Kepala Kelurahan tidak ditempat, berkas dapat di
tanda tangani oleh Sekretaris Kelurahan),
6. Dokumen pemohon distempel dan didata dalam
i buku register; |
. 7. Dokumen aiserankan kepaaa pemonon;
8. Pemohon wajib mengisi SKM (Survei Kepuasan
Masyarakat.
3. |Jangka Waktu | | Hani
| Penyelesaian |
4. | Biaya/Tanf Rp. 0 (QRATIS)
5. | Produk Dokumen Surat Keterangan Ahli Waris
Pelayanan
0. | Penanganian | No. Telp 085 235 589 348
Pengaduas, SMS 085 235 589 348
Masukan dan No. WhatsApp 085 235 589 348
| Informasi | Email : sidig$12 1@gmail.com

KOMPONEN MANUFACTURING

NO.| KOMPONEN |

URAIAN

1.

| IJasar Hukum

l.

. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Unaang-unaang Nomor Z4 lanun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; l
Pergtaran Pemeriman Nomor 17 Tanun 2018
tentang Kecamatan,

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
dan Peucalatan Sipil, |
Poeraturan Menien Dalam Negort dowor 7 Taliun
2019 tentang Administrasi Kependudukan Sccara |
Online;

Negara dan  Reformasi  Dirokrasi Republik |
Indoncsia Nomor 25 Tahun2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

Keputusan Merteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
2003 tentang Pedaman




Pendaftaraan Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di
Daerah;

Peraturan Dasrah Kabupaten Probolinggo Nomor 2
tahun 20920 tentane Pelavanan Poahdile |

S5

Pelaksansa Undang-undangan dan mampu mengoperasikan
Komputer
4. | Pengawasan Pengawasan internal pada proses maupun produk
Internal , lavanan dilakeanakan oleh Sekretaris Kelurahan dan
' _ | Kemala Kelurahan
5. Jumlah a. | Ornng Petugas Pelaksana
Pelaksana b. 1 Orang Verifikator
L c. 1 Orang Pengesahan
6. |Jaminan Pelavanan vang diherikan sesuai dengan Standar
| Pelavanan | Pelayanan vang ditetapkan
¢ & ]Jarmnan Produk Layanan dapat dipertanggung jawabkan
Keamanan dan | keashannya
Keselamatan
Pelavanan , :
8. | Evaluasi a. Evaluasi dilakukan Oleh Sekretaris Kelurahan |
Kinerja dan Kepala Kelurahan secara berkala
| Pelakaksana b. Evaluasi Eksternal melaluui Surver Kepuasan

Sarana dan 1. Loket Pelavanan Umum

Prasarana 2. Ruang ’h.mggu

dan/atau 3. Toilet

faailitng 4. Bahan Racaan (Perpustaliaan).
'S TV dan AC |
6. Parkir |
7. Komputer
8. Buku Register
‘9 Buku Tamu |

| 3 | Koampetens [ Pelnksana [ayanan menguasal  peraturan nor |

Masyarakat (SKM)

12. Pelayanan Surat Pengantar Ijfin Keramaian

KOMPONEN smm DELYVERI

'NO. | KOMPONEN URAIAN e
R ]Persyamta.n 1. Pengantar RT/RW
| | l 2. Foto Copy KTF |
: | 3. Fotlo copy KK
| 2. tSistem, 1. Pemohon datang membawa berkas persyaratan
Mekanisme dan yang telahditentukan;
Prosedur 2. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi
| | oleh Pelugas Pelayanan,
3. Berkas Porsywratan:  diverifikasi kembali oleh
| Sekretaris Kelurahan;
4, Berkas vang telah terverifikasi kemudian diinput
pada SIAK;
| | | 5. Berkas yang telah dimput pada SlAK
ditandatangani ocleh Kepzala Uslurahan {jika
Kepala Kelurahan tidak ditempat, berkas dapatdi
tanda tangani oleh Sekretaris Kelurahan);
6. Dokumen diserahkan kepada pemohon;
' 7. Pemchon wajib mengisi SKM. - —
3. | Jangls Waktu |1 Harl |
Penyelesaian
4. | Biaya/Tarif Rp. O(GRA’I‘!S)
' 5. | Produk Dokumen Surat Pengantar ljin Keramaian
I

| Pelayanan




6. | Penanganan No. Telp 085 235 589 348
Pengaduan, SMS 085 235 589 348
Masulkan dan | No. WhatsApp 085 225 580 248
' l Informasi - l Tmail - 3&,;4.10)@3”‘!5_[“;92\_ !
KOMPONEN MANUFACTURING

'NO.| KOMPONEN

URAIAN

1. | Dasar Hukum

I

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang |
Pemerintanan Dacialy,

2. Undang-tindang Nomeor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Ailas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206);

4. Perawwan Presiden Nomor 90 Tabun 2018 enang
Persyaratan dan lara Cara Pendaitaran renduduk
dan Pencatatan Sipil;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2019 tentang Administrasi Kenendudukan Secara
Online:

6. Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur |
Administrasi Pemerintahan,

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Z8 Tahun
2005 tentang  Pedoman Penyelenggaraan
Dendaftaraan Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di

1T Vs nwnns by o |
et thidy

8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2
Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik.

- 2. |Saranadan
| Prasarana
dan/atau
fasilitas

|
|2
3
4.
5. TV dan AC
6O
|I
5
.,

 Loket Pelayanan Umum
Ruang Tunggu |
Tonlet
Bahan Bacaan {Perpustakaan).

Parkir
Komputer

Buku KRegister
Buku Tamu

3. | Kompetensi

Pelaksana Layanan menguasai peraturan perUndang- |

| Pelaksana undangan dan mampu mengoperasikan Komputer
4. | Pengawasan | Pengawasan internal pada proses maupun produk |
internal layanan dilaksanakan oleh Sekretans Keluranan dan l
| Kepala Kelurahan
5. |Jumlah a. 1 Orang Petugas Pelaksna
Pelaksana b, | Orang Verifikator
| | | €. | Urang Pengesahan
0. |Jamnan Jelayanan yang diDerikan sesual dengan Standar
Pelayanan | Pelayanan yang ditetapkan
7. | Jaminan Produk Layanan dapat dipertanggung jawabkan
Keamanan dan | keasliannya

| | Keselamatan

l




Pelayanan _

8. | Evaluasi
i |Kiucxju

‘ Foianahoalia

a, Evaluasi dilakukan Oleh Sekretaris Kelurahan
deus Kepala Reluralan secara berkala
. Bvaluasi Cheicinal wockaduul Surved

Masvarakat (SKM)

Repuasai

13. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu
| KOMPONEN SERVICE DELYVERI l

NO.| KOMPONEN

| URAIAN |

1. | Persyaratan

2. Foto Copy KTP

‘ 1. Pengantar RT/RW
3. Foto Copv KK

2 | Siatem.

Prosedur

|

I |

3. | Jangka Waktu
iPcnyeleuaiml
4 TRiava/Tanl

Mekanisme dan |

"1 Pemnhon datang membawa herkas persvaratan
' yvang telahditentukan;

. Berkas persyaratan diterima dan diverifikasi oleh
Petugas Pelayanan Umum;

N

3 Berkas Persvaratan diverifikasi kembali oleh

| Sekretaris Kelurahan;

' 4. Berkas yang telah terverifikasi kemudian diinput
pada S1AK;

5. Berkas yang telah diinput pada SIAK
ditandatangani oleh Kenala Kelurahan (lika Kepala

Kelurahan tidak ditempat, berkas dapat di tanda
. tangani olch Sckretaris Kelurahan);
' H. Dokumen pemohon distempel dan didata dalam
. buku register;
- 7. Dokumen diserahkan kepada pemohon;,
8. Pemohon wajib mengisi SKM (Survei Kepuasan |
Masyarakat,

i Hani

5. | Produt:
| l‘Pelnynnnn

Dokumen Summt Keterangan Tidak Mampu

| 6, | Penanganan

| | Pengaduan.

| Masukan dan
| informast

|
' No, Telp 085 235 589 348

| SMS 085 235 589 348

: No, WhatsApp 085 235 589 348
| Email :© sidig412 1@gmail com 7 |

 KOMPONEN MANUFACTURING ]

' NO. | KOMPONEN

URAIAN |

1. | Dasar Hukum

‘1. Undang-unaang Nomor Z4 lahun 2015 tentang
| Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
. 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

' Femerntanan baeran; |

3. Perawuran Pemeriman Nomor 17 Tahun 2018
tentang Kecamatan,

4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

I dun repcatatan Sipil;

5. Petaturan Menterl Dalan Negeri Nomor 7 Tahan
2019 tentang Administrasi Kependudukan Secara
Online;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

| Negara dan  Reformasi  Duukiasi  Republik

- -~ -~ :- —— - . - b Pod n-‘ ”~
{ _}gn‘.‘nugg\':‘&a ?399»33-;5_?&11\.“23!2 LCNANE eaoman

— <ap—

| S




Penvusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
| | | 2005  tentena  Padomen  Penyelensosorgen |
Pendaftaraan Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di
Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2
tahun 2090 tentana Balavanan Publil \
"5 | Qarana dan 1 Toket Perlavanan imum |
Prasarana | 2. Ruang Tunggu
dan/atau 3. Toilet
fasilitas 4. Bahan Bacaan (Perpustakaan).
5 TV dan AC
' | ' A Parkir
| 7. Komputer
| 8. Buku Register
l . 9. Buku Tamu B
2 | Kompetensi | Pelaksana Lavanan menguasai peraturan per
| | Pelaksana | Undang-undangan dan mampu mengoperasikan
| ] | Komputer
4. | Pengawasan Pengawasan internal pada proses maupun produk
Internal lavanan dilaksanakan oleh Sekretaris Kelurahan dan
p Kepaln Kelurahan
75 [Jumlah la. 1 Orang Petugas Pelaksana |
l Pelaksana b. 1 Orang Verifikator
1 c. 1 Orang Pengesahan
6. |Jaminan Pelayanan yang diberikan sesuai dengan Standar
Pelavanan | Pelayanan vang ditetapkan
7. | Jaminan | Produk Layanan dapat dipertanggung jawabkan
Keamanan dan | keasliannva
Keselamatan
Pelayvanan
8. | Evaluasi a Fvaluasi dilnkokan Oleh Sekretaris Kelurmhan dan
| | Kinerja | Kepala Kelurahan secara berkala I
Pelakaksana b. Evaluasi Eksternal melaluui Survei Kepuasan |
Masyurakat (SKM)

14, Pelayanun Surat Retvrungan Sudu identitas

NO.
1.

KOMPONEN SERVICE DELYVERI

KOMPONEN URAIAN
Persyaratan 1. Pengantar RT/RW
| ‘ 2. Fowo Cupy KTF |
. - 3, Fulu copy KK
| ' 4 Dokiimen Pendukung (jazah, Akte Kelahiran dan
B Surat Nikah)
Sistem, ]1 Pemohon datang membawa berkas persyaratan
| Mekanisme dan | Yang teidhditeniukun, |
Prosedur 2. Berhas persyaratan diterinsa dan diverifinasi vich
Petugas Pelayanan;
3. Berkas Persyaratan diverifikasi kembali oleh
Sekretaris Kelurahan,
4. Berkas yaug telaii terverifikasi neimudiain uuuput|
padau tK.
5, Berkas yang telah diinput pada SIAK
ditandatangani oleh Kepala Kelurahan (jika Kepala
Kelurahan tidak ditempat, berkas dapat di tanda
| tangani oleh Sekrewaris Kelurahian), |
| 16, Dolaimon diserghizan Lanadn pemahan; !




| 7. Pemohon wajib mengisi SKM.
3. lJangka Waktu | 1 Hari
| | Denycicsaiai |
| 4. | Biaya/ Tani | Kp. 0 (GRATIS)
5. | Produk ' Dokumen Surat Keterangan Beda Identitas
Pelayanan
6 |Penanganan  No Teln 0RS 235 580 348
l | Pengaduan. | SMS 085 235 580 348
Masukan dan No. WhatsApp 085 235 589 348
Informasi kmail : sidig4 | 2 1@gmail.com. )

| KOMPONEN MANUFACTURING =]

'NC.| ROMPONSEN | URAIAX :

l. | Dasar Hukum | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

| | | Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan;

| 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran

| Negara Republilk Indomeosin Takun 2018 Nomor 73
| Tambahan lombaran Negara Nomor 6206,

' 4 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

. dan Pencatatan Sipil;

| ' 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun I

I

2019 tentang Administrasi Kependudukan Secara

Online;
6. Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur
I Nogata dan Reluiinas BDhokiase Repubiih I

indonesig Nomor 33 Tahun 2012 wniang Pedoman
Penyusunan  Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun
| 2005 fentang  Pedoman Penveiengoaraan '
Pendaftaraan Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di
Daerah;
. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2
Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik.

o

|

2. | Sarana dan 1. Loket Pelayanan Umum
Prasarana 2, Ruang Tunggu
dan/atau 3. Toilet
fasilitas 4. Bahan Bacaan (Perpustakaan).
| | | 5. TV dan AC
6. Parkir
| 7. Komputer
8. Buku Register
! _ 9. Buku Tamu E -y ]
- 3. | Kompetensi | Pelaksana Layanan menguasal peraturan perUndang-
Pelaksana undangan dan mampu mengoperasikan Komputer
1. | Pengawasan Pengawasan internal pada proses maupun produk
Internal layanan dilaksanakan oleh Sekretaris Kelurahan dan

Kepala Kelurahan
- 5. | Jumlah la. 1 Orang Petugas Pelaksna |




Pelaksana b. 1 Orang Verifikator
c. 1 Orang Pengesahan -
6. }Jaminan | Pelayanan yang diberikan sesuai dengan Standar
| | Palayanan | Palavanan vana diteiaskan |
7. | Jaminan - Produk Layanan dapat dipertanggung jawabkan
Keamanan dan @ keasliannya
Keselamatan
! ! Pelayanan
(a1 Eve!jua:zé o Evalunasi dilabukan Oleh Sekretaris Kelurahan dan |
Kinerja . Kepala Kelurahan secara berkala
Pelakaksana Evaluasi Eksternal melaluui Survei Kepuasan

Masvarakat (SKM|

NIP. 19770726 201001 1 009




Lampiran [l : Keputusan Lurah Semampir
Kecamatan Kraksaan
Kabupaten Probolinggo
Nomor - 09 T&’\U\’\ 2027%
Tanggal : 07 Maret 2023

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KELURAHAN SEMAMPIR
KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN

DIKELURAHAN SEMAMPIR KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
SFESITAT STANDAR PRELAYANAN YANG TRLAH DITETAPKAN

DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI INI,
KAMI BERTANGGUNG JAWAB DAN SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG BERLAKU.




